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WALI KOTA GORONTALO

PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

a. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah perlu
penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah vang memenuhi Prinsip-prinsip tepat waktu

dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Kcuangan yang telah

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun Anggaran berakhir;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

i

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keunangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14

Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1067);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO
Dan

WALI KOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
0

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
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Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran

b. Laporan Perubahan SAL
c. Neraca

d. Laporan Operasional (LO)
e. Laporan arus kas (LAK)

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

g. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan

Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 995.828.637.960,81
Belanja Rp. 977.252.490.596,31
Surplus/(deficit) Rp. 18.576.147.364,50

c. Pembiayaan

Pencrimaan Rp. 48.606.697.522,84
- Pengeluaran Rp. 4.000.000.000,00
Pembiayaan Neto Rp. 44.606.697.522,84
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Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebelum Koreksi Rp.63.182.844.887,34

Koreksi SILPA Rp. 0,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp.63.182.844.887,34
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

a.

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 39.468.798.004.19.- dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.035.297.435.965,00

b. Realisasi Rp. 995.828.637.960,81
Selisih lebih/(kurang) Rp. 39.468.798.004.19.-
Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 102.647.828.163,33.- dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.079.900.318.759,64
b. Realisasi Rp. 977.252.490.596,31
Selisih lebih/(kurang) Rp. 102.647.828.163,33
Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ deficit sejumlah Rp. Rp. 63.179.030.159,14.- dengan rincian sebagai berikut :
a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (44.602.882.794,64)
b. Realisasi Rp. 18.576.147.364,50
Selisih lebih/(kurang) Rp. 63.179.030.159,14.-

Selisith anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumiah Rp. (3.814.728,20).- dengan rincian sebagai berikut :
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a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 48.602.882.794,64

b. Realisasi

Selisih lebih/(kurang)

e. Selisih anggaran dengan r

Rp. 48.606.697.522,84

Rp. (3.814.728,20).-

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 4.000.000.000,00.-

b. Realisasi

Selisih lebih/(kurang)

Rp. 4.000.000.000,00.-
Rp. ,00.-

ran pcmbiayaan sejumniah Rp. ,00.- dengan rincian sebagai berikut :

f.  Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 3.812.596,20.- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 44.602.882.794,64.-
Rp. 44.606.697.522,84 .-
Rp. 3.814.728,20.-

b. Realisasi

Selisih lebih/(kurang)

Pasal 4

Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal (SAL)

Rp. 48.602.882.794,64 .-

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan

Pembiayaan Tahun Berjalan

Sub Total

Rp. 48.606.697.522,84.-

Rp. (3.814.728,20).-

a. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan

Anggaran (SILPA/SIKPA)

Rp. 63.182.844.887,34.-
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b. Koreksi Silpa 2 Rp. 0,00
Sub Total 5 Rp. 63.179.030.159,14.-
a. Koreksi kesalahan pembukuan
Tahun Sebelumnya (Lain-lain) ; Rp. 3.814.728,20.-
Saldo Anggaran Lebih Akhir 3 Rp. 63.182.844.887,34
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf ¢ per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah asct Rp. 1.505.715.849.608,04

b. Jumlah kewajiban Rp. 82.058.385.846,12

c. Jumlah ekuitas Rp. 1.423.657.463.761,92

d. Total Kewajiban dan Ekuitas Dana Rp. 1.505.715.849.608,04
Pasal 6

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional

- Pendapatan - LO : Rp. 1.041.195.875.931,69
- Beban 3 Rp. 1.046.301.892.368,85
- Surplus/Defisit (LO) : Rp.  (5.106.016.437,16)

b. Kegiatan Non Operasional
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- Surplus/Defisit g Rp. 0,00
c. Pos Luar Biasa
- Beban Luar Biasa : Rp. 0,00
- Surplus/Defisit - LO Rp. (5.106.016.437,16)
Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019

sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2019 Rp 48.767.306.710,55

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 115.125.459.358,81

c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp. (100.548.695.706,31)

d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. 0,00

e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp. 470.313.262,75
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Rp. 15.047.076.915,25

g. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2019 Rp. 63.814.383.625,80

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud pada Pasal f huruf d per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal : Rp. 1.435.376.805.440,82
b. Surplus/Defisit LO ; Rp. (5.106.016.437,16)
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c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan  : Rp. (6.613.325.241,74)
d. Ekuitas Akhir : Rp. 1.423.657.463.761,92
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif

maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam

Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I :  Laporan realisasi anggaran
Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
Lampiran 1.2 :  Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan

pembiayaan

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan
kegiatan
Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan

daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Lampiran II :  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Lampiran Il : Laporan Operasional
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Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII
Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV

Lampiran XVI

w 3w

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Neraca

Laporan Arus Kas (LAK)

Catatan Atas Laporan Keuangan {CalLK)

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Daftar Penyertaan Modal Investasi

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya

Daftar Kewajiban Jangka Pendek

Daftar Kewajiban Jangka Panjang

Lampiran XVII Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah

Pasal 11

Wali Kota Gorontalo menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
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Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 31 Agustus 2020
YUWALI KOTA GORONTALO, },
MA N A. TAHA
Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 31 Agustus 2020
SEKRETARIS DAE KOTA GORONTALO,
ISMALI¥ MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO :1/1% /202
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